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TEI{TAITG

PEMBENTT'I(AN MA"IELIS PERTIMBA]TGAN PEITTELESAIAN KERUGIAN
DAERAH PROVITSI LIIUPUITG TAHT'N 2024

G['BERITI'R LAMPUNG,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, dan Pasal
6 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2O Tahun 2O2l t.enrang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat la.in, perlu membentuk Majelis
Perlimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi
Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubemur
Lampung;

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentalrg Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat [,ain;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun2o23;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat
Lain;

8. Peraturan Menteri Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun
2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keuangan
Negara Terhadap Bendahara;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 13 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

13. Peraturan Daerah Pmvinsi la.mpung Nomor 5 Ta]un 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
L,ampung Tahun Anggaran 2024;

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara Atau Pejabat Lain sebagaimana telah diubah
dengaa Peraturan Gubernur lampung Nomor 20
Tahun 2O2l;

IETUTUSKAIT:

KEPITTUSAIT GT'BERrI'R TEITTAITG PEUBEICTUXAIT
U,A"'ELIS PERTIUBAI|GAI( PEITTELESAIAT KERUGIAN
DATRAII PROVITSI I"AUPIII|G TAHTNT 2U'4.
Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam t ampiran I

Keputusan ini.
Majelis PerLimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi
Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur

yang dilaksanakan melalui sidang;
b. memeriksa, meminta keterangan dan mewawancarai pihak

yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris dan /atau pihak yang mengetahui te4'adinya Kerugian
Daerah;

c. meminta keterangan / pendapat dari narasumber yang
memiliki keahlian tertentu ;

d. memeriksa bulrti yang disampaikan;
e. melalui Gubernur dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian

Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
f. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan

ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
g. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian

Kerugian Daerah, penghapusan atas uang, surat berharga,
dan /atau barang milik daerah;

h. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang
jaminan;

i. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah
kepada instansi yang menangani pengumsan piutang
negara/daerah;

j. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;

k. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian;
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KEENAM

l. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah;

m. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat
diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;

n. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya,
menerima/menolak sebogtm keberatan dari Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris; dan

o. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian
Kerugian Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk Sekretariat Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang
berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam t ampiran II Keputusan ini.

Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. mendokumentasikan proses Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah;
b. mempersiapkan surat permohonan permintaan

keterangan / pendapat dari Narasumber yang memiliki
keahlian tertentu;

c. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait;
d. mempersiapkan dokumen Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugian;
e. mempersiapkan surat permohonan penugasan Tim

Penyelesaian Kerugian Daerah;
f. menyusun agenda jadwal sidang majelis;
g. notulensi pelaksanaan sidang;
h. mempersiapkan Keputusan Sidang untuk ditandatangani

Majelis; dan
i. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka

pelaksanaan tugas Majelis.

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada
Dilrtum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan
bertanggungiawab kepada Gubernur L,ampung.

Majelis dan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium
perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2024
sampai dengan dengan Desember 2024, yang pembayarannya
diberikan setiap 6 (enam) bulan, dengan berpedoman kepada
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional 5sSagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pad,a Dokumen
Pelakasanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Tindaklanjut
Penyelesaian dan Pemuktahiran Data Keuangan dengan
Kode Rekenin g 5.O2.O2.1.O4.O7 .

KETUJUH
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KEDELAPAN

KESEMBILAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai
teknis pelalsanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Majelis.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya-

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal /5--t - 2024

GI,BERITT'R I,AMPUI| G,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi t"ampung di Banda,r Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Selaetariat Daerah Provinsi tampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota maielis yang bersangkutan.
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR I.AMPUNG
NOMOR : Gl
TANGGAL:

.o2/HKl20248? tvt
7{- - '2o'24

SUSI !IA.!I PERSOIIALIA U.A"TELIS PTRTIUBAI|GAII PEITYELESIILAIY KERUGIAN
DAERAII PROVITSI I"ADIPTIITG TAIIT'I| 2O'I4

: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.I. Ketua
Merangkap Anggota

II. Wakil Ketua
Merangkap Anggota

III.Wakil Ketua
Merangkap Anggota

IV.Wakil Ketua
Merangkap Anggota

V. Sekretaris
Merangkap Anggota

: Inspektur Provinsi l.ampung.

: Kepa-la Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi L,ampung.

: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung.

GUBERJIT'R LAMPUNG,

ARINAL DJUNNDI
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LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G
TANGGAL:

lv1.o2lHKl2024
'20'24

SUSUNIIN PERSONALI,A SEKRETARIAT MA.'ELIS PERTIMBANGAIT
PEIYTELESAJAI{ I(ERUGIAIT DAERAH PROVITSI LIITPUITG TAHUI| 2024

I. Ketua Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi la.mpung.

Diana Arsilya, S.E.,M.M (Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi L^ampung).

l.Aris Munandar, S.H (Analis Keuangan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

2.Yunani, S.E (Analis Keuangan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi la.mpung).

3. Dewi Ningsih, S.E (Analis Keuangan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

4. Desiana Andriany S, S.H (Pengelola Keuangan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
kmpung).

II. Wakil Ketua

III. Anggota

GI,'BERNI'R LAMPUIYG,

ARINAL DJUNAIDI


